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TRANSKIP WAWANCARA 

Informan 1 

Nama                          : Mulia Banurea 

Jabatan                     : Kepala Bagian Humas Kantor Wilayah Kementerian 

   Agama Provinsi Sumatera Utara 

Tanggal Pelaksanaan  : Rabu, 29 Mei 2024 

Waktu Pelaksanaan    : 09.00-11.00 

Tempat Pelaksanaan  : Jl. Gatot Subroto No. 261, Lalang, Kec. Medan Sunggal, 

Kota Medan, Sumatera Utara 20127 

 

Peneliti: Bagaimanakah cara humas (hubungan masyarakat) kemenag 

(Kementerian Agama) dalam mengelola pelayanan informasi e-government? 

Informan 1 : Dikanwil provinsi sumatera utara udah jelas 2024 dengan 

perkembangan komunikasi saat ini perkembangan it dan komunikasi saat ini kami 

menggunakan teknologi komunikasi dan informasi dalam pelaksanaan tugas 

terutama memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat. dalam mengelola 

eh informasi itu udah di di include di pelayanan kehumasan iya, di kementerian 

agama sendiri. Kami semua sudah diatur dalam KMA nomor bentar ya saya lupa 

KMA nya kementerian agama sendiri itu punya KMA tentang kehumasan iya, 

KMA-nya baru ada di tahun 2024. KMA itu keputusan menteri agama no 284 

tahun 2024 tentang pedoman pengelolaan kehumasan pada kementerian agama.  

Nanti boleh di googling juga apa isinya karena itu bisa di download juga di 

website nya kementerian agama atau di website nya kami juga ada di 

sumut.kemenag.go.id disitu memang menjelaskan bagaimana pengelolaan 

pengemasan khususnya di kementerian agama. Nah disini sebenarnya untuk 

sampai satuan kerja terkecil dari kementerian agama pakai pedoman ini, jadi 

sebenarnya kami udah ada aturan nah ada aturan pengelolaan nya nah yang lebih 

khusus lagi kalau untuk disumatera utara dikanwil kami juga ikut KMA ini 

keputusan ini karna bagaiamana pun kami instansi vertikal koordinasi tetap ke 

pusat. Iya jadi sesuai aturan pengelolaan kehumasannya juga sesuai dengan 

http://httpssumutkemenag.go.id/
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instansi pusat di kementerian agama jadi kegiatannya itu mulai dari ngumpulin 

mengumpulkan, mengelola, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat atau 

pelayanan informasi. Adapun beberapa media yg kami gunakan dalam 

pelaksanaan pelayanan informasi yang pertama website resmi di 

sumut.kemenag.go.id kemudian media sosial, media sosial itu ada instagram ada 

facebook ada tiktok itu kalau media sosial. Kalau media media komunikasi yg 

lainnya kami gunakan bisa majalah ataupun media media luar lainnya seperti 

spanduk, benner dan lain-lain. Eh kalau media luar juga ada media luar ruang 

biasanya publikasi publikasi ga pakai it tapi kita menggunakan media luar ruang 

kayak spanduk, banner, dan ada cetakan brosur Yang ga pakai it juga majalah juga 

enggak banyak. 

Peneliti : untuk pengelolaan infomasi e-government ini siapa saja yang 

bertanggung jawab? 

Informan 1: untuk Pengelolaan informasi kehumasan dan informasi itu berada 

pada bagian tata usaha khusus untuk kanwil ya pada bagian tata usaha. Sub nya di 

tim kerja humas data dan informasi. Hmm jadi semua pengelolaan informasi 

berupa baik menggunakan media maupun ppid pejabat pengelola informasi publik 

itu berada di tim kerja humas data dan informasi itu itu bagiannya tata usaha. 

Kalau bagian tata usaha itu ada banyak ini salah satunya tim kerja disini namanya 

bagian tata usaha, spesifiknya di tim kerja humas data dan informasi hmm.  

Peneliti : Bagaimanakah cara humas memberikan pelayanan yg memuaskan 

kepada masyarakat melalui e-government?  

Informan 1: nah memuaskan itu kan subjektif ya, iya benar puas menurut siapa? 

Yakan puas itu subjektif jadi kalau ditanya soal puas saya rasa jawabannya juga 

akan jadi subjektif iya karena kita kan yang kerja otomatis kita enggak pernah ada 

yang mau dinilai buruk. Jadi kalau kami ya di tim kerja sudah merasa maksimal 

memberikan informasi kepada masyarakat apalagi kami sudah diatur oleh KMA 

284 tahun 2024 jadi pengelolaannya bukan suka2 kami memang ada aturannya 

jadi kalau ditanya cara memuaskan, memuaskan itu nanti subjektif jadi 

http://httpssumutkemenag.go.id/
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pertanyaannya lebih ke masyarakat jadi nanti mungkin ada nanti survei kecil-

kecilan dari kakak soal bagaimana sejauh mana puas atau tidak. Kalau ditanya 

sama pekerjaan nya berarti kita udah memuaskan udah maksimal dan yakin bahwa 

masyarakat nya puas.  

Peneliti : Apa tujuan dari dilaksanakannya e-government  system dalam pelayanan 

publik dikemenag? 

informan 1: e-government  sistem ini dalam pelayanan pabrik dari kementerian 

Agama pusat, nah inila yang saya sampaikan kemarin penggunaan it pada 

pelayanan publik itu sendiri sebenarnya memudahkan masyarakat otomatis 

misalnya kayak sekarang ngecek-ngecek porsi aja bisa melalui aplikasi pusaka 

yakan artinya kan semakin dimudahkan enggak mesti harus datang lagi ke kantor 

juga sudah bisa saat lagi santai, lagi nonton tv, juga sudah bisa diakses. Seperti 

"oh ya ada juga yang non konsepkan buat si haji" seperti itu pasti masyarakat bisa 

melakukannya sendiri dilakukan sendiri tinggal download aplikasi pusaka nanti 

kk juga boleh bedah itu aplikasi pusakanya disitu memang ada banyak sekali 

layanan-layanan informasi mengenai tentang kemenag, Hmm nah balik lagi nih 

karena kami insan di vertikal semua sudah terkonsep   

Peneliti : Apa program pelayanan informasi E-Government kemenag yang paling 

banyak diminati oleh masyarakat ?  

Informan 1: Haji kan haji tadi saya bilang, apalagi untuk saat ini lagi maraknya 

masyarakat yang berangkat haji dan selain itu mungkin yang lebih menarik 

biasanya banyak orang nanyak itu soal KUA pernikahan hmm sama madrasah itu 

sangat banyak diminati. Karena lihat mungkin kakak bisa lihat sekarang gimana 

perkembangan minat antusias masyarakat menyekolahkan anaknya dimadrasah 

jadi kan mereka mencari yang terbaik melalui informasi dari kemenag.  
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Informan 2 

Nama                          : Yusridha Afifa Batubara 

  Jabatan                    : Pranata Humas Kantor Wilayah Kementerian Agama 

   Provinsi Sumatera Utara 

Tanggal Pelaksanaan : Selasa, 4 Juni 2024  

Waktu Pelaksanaan   : 10.00-12.00 

Tempat Pelaksanaan  : Jl. Gatot Subroto No. 261, Lalang, Kec. Medan Sunggal, 

Kota Medan, Sumatera Utara 20127 

 

Peneliti: Bagaimana komunikasi interaksional yg dilakukan oleh humas kemenag 

kepada masyarakat melalui pelayanan e-government?  

Informan 2: kalau dibilang interaksional itu nilainya sangat kecil karena kenapa, 

karena level kami level koordinasi. Kan kami kantor wilayah, pengadilan wilayah 

jadi artinya kami mengkoordinasikan 33 satuan kabupaten satu kabupaten kota 

sebagai satuan kerja nah kabupaten kota ini lah yang bersinggungan langsung 

dengan masyarakat. Saya garis bawahi disini kanwil itu level nya level koordinasi 

lebih mengkoordinasi. Jadi summering-nya dia kasih informasinya yang umum 

sama dia aja gitu. Iya kalau mau lebih detail sampai nanya misalnya kloter, apa 

misalnya medan itu, biasanya pesanannya ngecek2. Sebenarnya bisa sih yg secara 

umum di aplikasi pusaka gitu jadi kalalu mau ketemu langsung dengan orang Haji 

nah itu pasti kalau kakak kesini pasti kan dibilangnya ke meta yg sesuai. Kalau 

kami kan hanya koordinasi, yang mau kami koordinasikan itu satuan kerja kami. 

Yakan kalau misalnya pelayanan-pelayanan yang lebih dekat itu kepada 

masyarakat itu ya ke kotanya dikabupaten kota yakan.  Jadi dipahami dulu level 

apa konsepnya, level-level organisasinya kan. Jadi nanti takutnya yakan muncul 

hasil penelitian bahwa kanwil ini enggak interaksional dalam hama pelayanan, 

tapi tidak dipahami bahwa disini levelnya level koordinasi level koordinasi satuan 

kerja. Kita hanya satu dua dari pelayanan haji yang berlanjut dilevel kanwil semua 

tetap dilayani di level kabupaten kota. Hmm, disini mungkin cuman harapannya 

hanya pelimpahan porsi pokoknya levelnya yang lebih-lebih tinggi daripada 
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layanan yang ada di kabupaten kota, makanya saya bilang eh sentuhan ke 

masyarakat itu ada cuman tidak sebanyak kalau kita di kabupaten kota hmm jadi 

kalau misalnya ni ada yang ke kanwil dan menanyakan seputaran pemberangkatan 

haji atau semaksimal apa program haji yang di berikan kepada masyarakat yang 

ingin berangkat, nah yg bertanya ni yang berangkat haji itu di kabupaten kota. 

Hmm yaya dia tidak menanyakan itu ke sini (kanwil sumut) tapi gambarannya 

bisa gambaran umum kalau disini. Nah itu yg seperti yg saya bilang diawal tadi 

bahwa sebenarnya dikanwil ini levelnya level koordinasi satuan kerja ada 33 

kabupaten kota yang menjadi satuan kerja kami yang mengkoordinasikan. Kalau 

untuk berhubungan langsung kepada masyarakat enggak eh bukan engga 

maksudnya nilainya sangt kecil ketimbang satuan kerja kami yg dikanwil 

kemenag kabupaten kota karena masyarakat itu dilayani di kabupaten kota-kota. 

Iya jdi beberapa yang mungkin perlu pertimbangan atau eh koordinasi ke kanwil, 

makanya ada beberapa pelayanan yang harus ke kanwil dulu. Misalnya bidang 

haji atau beberapa layanan yang disini misal nya permohonan data dan informasi 

juga masih disini yang lain selebihnya baru di kota. Kalau mau lebih banyak 

memang di layani disatuan kerja kabupaten kota. 

Peneliti: Apa saja manfaat e-government yg dilaksanakan oleh humas dalam hal 

pelayanan masyarakat? 

Informan 2: suka atau tidak suka teknologi siapa sih yang bisa menafikan bahwa 

perkembangan teknologi sangat besar sekarang, jadi mau tidak mau kita harus 

adopsi kan adopsi terima dan kira-kira menyesuiakan yang memudahkan 

pekerjaan kita sejauh ini kalau dikami memang menfaatkan teknologi dalam 

memberikan pelayanan informasi dimudahkanlah artinya jangkauannya jadi lebih 

lebih luas pelaksanaannya lebih cepat, terus lebih mudah juga terus sebarannya 

sebaran lebih luas kemudian lebih simpel gitu dan enggak menggunakan 

membutuhkan waktu yang lama jadi beberapa beberapa perkerjaan bahkam 

hampir 90% pekerjaan sudah dilakukan, Dilakukan melalui teknologi jadi lebih 

praktis. Tapi ada juga beberapa yang memang tidak bisa dikerjakan secara 

elektronik gitu misalnya kayak konfirmasi, klarifikasi terhadap informasi yang 
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orang butuhkan. Ada namanya ppid dan orang datang ke sini mengambil 

informasi itu masih ada hal- hal yang seperti itu jadi enggak 100% bisa juga 

dilakukan secara elektronik tapi hal-hal tersebut masih ditemui masih ada orang 

yang datang masih ketemu untuk silaturahmi dengan teman-teman wartawan 

sebagai pencari informasi itu biasanya ada memang di media-media gitu kan 

mereka lihat aja langsung dari informasi pemerintah juga nah itu dia bilang 90% 

makanya 10% namanya kita manusia pemanisnya masih ada iya kita tetap masih 

butuh interaksi langsung secara tatap muka iya karena ada kepuasan tersendiri 

juga bagi mereka kalau melihat dari internet kalau secara suasana keseluruhannya 

sudah 95% lah kita pakai it semua enggak ada yang gak.  

Peneliti : Sejak kapan kemenag menggunakan Pengelolaan Layanan Informasi E-

government ni? 

Informan 2: sudah lama sekali, website itu sudah ada dari tahun pertama masuk 

sini sudah ada dikanwil sumatera utara ini sejak 2009, tapi untuk penggunaan ID 

udah lama. ya makin kesini pengelolaan makin jelas itu aja sih karena 

perkembangan teknologi otomatis semua jadi lebih jelas dan tersistem. Apalagi 

perkembangan media sosial itu memaksa kita enggak bisa, enggak usahlah pakai 

media gitu enggak bisa kan! Jadi cuman kan supaya ga keblablasan kan jadi 

semua harus ada aturannya. 

Peneliti: Bagaimana cara humas dalam menangani masyarakat lansia yg mungkin 

tidak dapat menggunakan layanan informasi e-goverment? 

Informan 2: untuk sejauh ini ya pasti masyarakat sudah banyak yang pakai gadget 

walaupun sebagian orang tua mungkin ga mengerti pasti ada kerabat nya yang 

minimal memilki aplikasi WhatsaApp, jadi kami juga ikut menyediakan di 

layanan informasi ada namanya WhatsApp, kayak WhatsApp sesi tanya jawab 

gitu ya apa ya dia informasinya mau nanya-nanya mengenai informasi ptsp 

digital. Tapi hanya penyajian informasi saja di aplikasi WhatsApp itu langsung. 

Tanya aja misalnya mau nanya-nanya seputar perihal nama rohaniawan gitu, 

pokoknya sebelum datang di tanya dulu apa keperluannya nanti tinggal diarahkan 
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dan dibantu. Jadi saya rasa kalau WhatsApp itu nilai minimal lah dari sebuah 

informasi teknologi. Siapa sih orang tua di masa sekarang ini yang enggak bisa 

menggunakan handphone atau menggunakan aplikasi whatsapp. Ya sisanya 

mungkin yang kalau lebih dari ini bisa lebih ke isi form website dan sebagainya 

aplikasi, tapi kalau yang tua adalah sebenarnya standar ada yang minimal kalau 

misalnya yang kayak tua-tua sudah berumur artinya semua resusia disesuiakan, 

udah kami sesuaikan intinya kami sesuiakan la media-medianya sesuaikan.  

Peneliti: Jadi bagaimana kalau untuk orang lansia itu bagaimana interaksinya 

apabila mereka tidak memiliki sanak saudara dan tidak memiliki alat komunikasi 

seperti gadget dan sebagianya dan mereka sudah menunggu bertahun-tahun lama 

nya untuk berangkat haji ini, itu bagaimana apakah mereka harus datang ke 

kanwil langsung atau ke kabupaten kota? 

Informan 2: ya kalau seperti itu tetap datang saja tidak apa-apa tapi biasanya 

memang mereka itu diarahkan interaksinya per ktp sesuai domisili mana lalu 

mereka datangla ke kemenag kabupaten kota nya masing-masing. 

Peneliti: Sejauh mana penggunaan layanan informasi e-government itu efektif 

untuk kegiatan dirumah? 

Informan 2: itu ga bisa kita menafikan bahwa perkembangan teknologi 

perkembangan komunikasi saat ini tuh udah sampai di sekarang ni saat ini eh PO 

point O atau five point o ya saya lupa jadi otomatis mau tidak mau bahkan e-

government juga harus terus ikut serta menggunakan media ini supaya informasi 

yang disampaikan jelas itu lebih cepat, semua kan sekarang ini apa-apa perlu 

cepat. Kalau dulu masih bersurat sekarang udah pakai WhatsApp semua bisa 

pakai wa mau yang muda yang tua bisa menggunakan Whatsaap artinya ada pun 

banyak hal-hal yang dimudahkan dengan penggunaan teknologi masyarakat bisa 

mengakses informasi dari mana saja, yakan misalnya dia mau tahu informasi hari 

ini lah seperti hari ini pemberangkatan naik haji kloter berapa dia enggak mesti 

bertanya lagi ke kabupaten kota nanya kloter berapa tinggal lihat itu di handphone 

nengok media sosialnya kanwil bisa langsung tahu informasi nya secara lengkap 
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nanti bisa kk beda aja lagi semua akses sosial media kami ya. Jadi kan untuk 

media sosial kami itu kan dia karena kita kan wilayah itu saya bilang disini semua 

campur semua agama ada yakan mungkin yang lagi hari ini yang lagi isu nasional 

haji otomatis isinya pasti banyakan tentang haji tapi umumnya ini kak bercampur-

campur karena ini kan lagi ada event-nya haji jdi tuk saat ini mungkin di sosial 

media kami membahas itu terus informasinya mengenai haji jadi seperti kita liat 

contohnya di istagram kakak boleh cek sendiri juga banyak informasi yang kami 

sebarkan mengenai haji melalui instagram ini jadi orang-orang dirumah tinggal 

mengakses nya aja melihat dari rumah dari mana aja lah pokoknya dia bisa gitu 

dapat informasinya tanpa harus membuang-buang waktu datang kesana atau 

kesini. 

Peneliti: Apa saja media yg digunakan untuk memperkenalkan informasi 

mengenai Kemenag dan media apa yang paling sering digunakan dalam pelayanan 

informasi dihumas kemenag aplikasi apa itu? 

Informan 2: Semua ada dan sering digunakan seperti di tiktok facebook twitter 

instagram cuman kan untuk saat ini setahu saya range yang paling besar itu 

memang paling banyak digunakan itu di instagram ada tiga besar itu ya facebook, 

instagram sama Tik Tok. Jadi setiap pertanyaan atau komentar mereka mungkin 

bisa dirasa dijawab di situ oleh adminnya langsung. Nanti dibedah aja websitenya 

sumutkemenag.go.id itu kan nanti kakak download aja KMA 284 tahun 2024 

iyakan itu dia pengelolaan kehumasan tuh udah saya beda nih udah diatur jadi 

memang udah lebih bukan udah lebih lagi tapi udh ter manajemen, begitula sama 

ada aturannya karena balik lagi seperti yang saya bilang kan kami instansi vertikal 

terus disini kontrol koordinasi jadi dia sama reumum aja layanan-layanan umum 

kalau mau yang interaksi itu lebih ke medan lebih ke arah kabupaten kota nya 

masing-masing nanti misalnya mereka media bagaimana ya silahkan nanti 

ditanyakan disana juga. Ideal nya pasti ngikutin KMA. 

Peneliti: Hal apa saja yg sering menjadi kendala dan hambatan humas dalam 

memberikan pelayanan informasi  melalui e-government?  

http://sumutkemenag.go.id/
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Informan 2: adapun hambatannya yaitu SDM giniloh kan ada standar minimal dari 

penggunaan teknologi gitu kan butuh belajar banyak gitu dan enggak semua kan 

bisa langsung menggunakan ini seperti itu. Kalau dikanwil oke otomatis semua 

nya bisa menggunakan nya kadang-kadang di kabupaten kota misalnya kayak 

yang jauh-jauh gitu beberapa mungkin bisa beberapa mungkin butuh untuk 

banyak belajar lagi butuh waktu bukan saya bilang enggak bisa tapi hanya butuh 

waktu untuk belajar gitu jadi lebih ke situ aja hambatannya. Itu saja umumnya sih 

biasanya penyedia sarana prasarana kalau-kalau dikantor itu biasanya sarana 

pelaksanaanya itu biasanya kurang memadai kadang-kadang makin level kebawah 

kan makin-makin kurang fasilitasnya iya mungkin karena keterbatasan anggaran 

kalau di kabupaten kota akan tetapi kalalu di kanwil itu alhamdulillah semua 

fasilitas nya itu baru disini makanya bisa punya website secara lengkap. Nah kalau 

di kabupaten kota itu enggak ada website nya dan sama gada aturannya website 

itu hanya ada di kanwil sesuai aturan tadi. Ya jadi kalau website sendiri itu cuman 

ada di kanwil saja. Tapi kalau media sosial iya mungkin di kbupaten kota 

memilikinya masing2 kabupaten. Dan kalaupun mereka memiliki website itu juga 

boleh kalau mereka memiliki anggarannya, tapi ya kalau kami ini memang sudah 

secara otomatis pasti ada maksudnya itu semua resmi official dan cuman 

anggarannya kan juga sudah tersediakan nah kalalu mereka kan artinya berinsiatif 

untuk mengajukan anggaran. Kalau ada ya makanya nanti kakak akan menemukan 

ada yang ada dan ada yang tidak ada. Mungkin ada yang sudah berhasil 

mendapatkan anggaran akhirnya bisa membuat ada juga yang masih berjuang gitu 

kan. 

Peneliti : Apa tanggapan ibu selaku pranata humas kemenag mengenai keluhan 

masyarakat yg menganggap segala informasi dari kemenag kurang transparansi? 

Informan 2: nah di website kan itu ada namanya PPID nanti kakak boleh lihat dan 

cek sendiri dari handphone juga bisa di website ppid.kemenag.go.id eh ada 

namanya menu PPID disitu udah dibagi semua informasi sesuai peraturan 

perundangan-undangan itu yang sesuai dengan undang-undang KIP nomor 14 

tahun 2008 ya mengenai keterbukaan informasi publik kami mengusahakan semua 
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informasi yang ditampilkan itu di website itu sesuai dengan peraturan apa 

memenuhi amanat undang-undang, jadi kalau misalnya ada yang bilang kurang 

transparans nah mungkin subjek berikutnya dimana dipertanyakan, disebelah 

mananya gitu. Kan saat ini memang untuk 2024 PPID nanti bisa di PTSP karena 

kami letakkan di PTSP karena baru mau dimulai kan juga dikarenakan hubungan 

dengan kurangnya tempat lokasi saat ini masih dibantu kan di PTSP. Jadi ada 

disana informasi yang mau kesini boleh langsung minta keluhan-keluhan itu tadi 

begitu. Ya enggak keluhan sih dia makanya sama-sama pelajari undang-undang 

KIP kesibukan informasi publik yakan ya jadi kalau dia memang butuh informasi 

ikuti alur undang-undang pasti dapat informasi karena nanti ada alur-alur 

permohonan informasi itu ada ya iyaa jadi engga bisa serta merta kalau kita 

dibilang tidak transparan. Transparan sih yaa bisa dilihat dulu mungkin mereka 

kurang mempelajarinya tadi kurang paham. Tapi memang untuk PPIB sendiri 

tahun 2024 lah kami baru mulai men conser la , tapi memang permohonan 

informasi belum ada yang sampai minta mohon informasi apa gitu belum pernah 

enggak dikasih ya enggak berarti program kayak yang tadi ibu bilang tadi kayak 

nanti kan Haji itu memang haji yakan semua tuh informasi udah ada memang 

disitu ini kan juga sekarang lagi kami isi menu nya menu disitu diisi nanti bisa 

dilihay daftar-daftar informasi publik ada daftar informasi dikecualikan pokoknya 

semua nya ada diusahakan itu diisi karena kan kita juga minta dari bidang-bidang 

dari ini lagi collect data nya supaya bisa ditampilkan di website. Karena kan 

fokusnya tetap layanan apa yang di butuhkan sama masyarakat. Makanya kadang-

kadang tentatif dia misal nya ini mungkin Haji yang paling banyak dicari kan 

bener jadi berusahalah kami berusaha semaksimal mungkin pasti dengan 

menggunakan media-media yang ada untuk menginformasikan terkait haji.  

Peneliti : Di Humas kanwil kemenag ini sendiri bu ada ga menampung segala 

keluhan-keluhan masyarakat gitu bu?  

Informan 2: kalau dikantor khusunya humas sendiri itu enggak ada ya tapi kalau 

di web sendiri itu ada. Kalau di sini itu namanya dumas jadi pengaduan 

masyarakat itu ada tersendiri dibagian sana kakak nanti boleh bisa lihat sendiri 
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nanti web itu ada dumas, jadi bisa ngirim pesan gitu untuk pengaduan masyarakat. 

Tapi disitu memang beberapa enggak terlalu banyak interaksinya karena mungkin 

kalau saya pribadi ni ya orang sekarang kan lebih suka pakai handphone jadi beda 

sifat web dan media sosial iya kenapa aku bilang kayak gitu web itu kan lebih 

resmi bahasanya yakan jadi ngisi nya kan juga harus benar-benar resmi hmm 

sedangkan media sosial kan orang mau nya serba cepat iya lebih santai konteks 

nya lebih santai penulisannya juga santai pokonya bisa santai gitu jadi enggak 

lambatt dan proses nya jauh lebih cepatlah dan sekarang pun orang kan juga lebih 

banyak menggunakan media sosial. Jadi memang lebih cepat bergerak itu 

memang di media sosial tapi memang kalau di website itu lebih resmi karna 

informasi-informasi yang diberikan juga sangat cukup resmi lah pokonya sifatnya 

resmi la kalau di website. 

Informan 3 

Nama                          : Ibnu Affan  

    Jabatan                : Masyarakat Calon Jamaah Haji Kota Medan     

Provinsi  Sumatera Utara 

Tanggal Pelaksanaan : Rabu, 5 Juni 2024 

Waktu Pelaksanaan   : 15.00-16.00 

Tempat Pelaksanaan : Jl. Gaperta Ujung No.2 Tj. Gusta Kec. Medan Helvetia, 

Kota Medan Sumatera Utara 20125 

 

Peneliti : Menurut bapak selaku masyarakat calon jamah Haji otomatis kan 

sebagai pengguna layanan kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara 

bagaimana sih tanggapan bapak mengenai pelayanan yang disediakan melalui e-

government ini? 

 

Informan 3: iya dengan adanya website resmi dari dari kemenag saya dapat 

dengan mudah mencari tau informasi mengenai pemberangkatan kloter haji nya 

udah sampai keberapa dan untuk informasi lainnya yang saya rasa perlu untuk 

dicari tau bisa langsung saya akses sendiri dirumah tanpa saya harus mencari tau 
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ke kanwil karna segala informasi sudah ada di website resminya itu jadi saya 

selaku calon jamaah haji bisa melihat sendiri kapan perkiraan saya akan berangkat 

haji seperti itula kira-kira.  

 

Peneliti: jadi menurut bapak tidak ada kendala sama sekali ya dari pelayanan 

informasi yang diberikan melalui e-government ni? 

 

Informan 3: menurut saya tidak ada kendala ya kalaupun ada mungkin dari 

jaringan internet saya saja yang lelet jadi susah diakses hehe 

 

Peneliti : bapak biasanya perlu melakukan interaksi langsung ga atau menjalin 

komunikasi langsung dengan tatap muka bersama para pegawai kanwil untuk 

menanyakan hal ini?  

 

Informan 3 : saya rasa tidak perlu ya karna saya sudah dapat tau segala informasi 

dari website nya tadi jadi saya tidak perlu ke kanwil lagi untuk bertanya lebih 

lanjut semua sekarang sudah mudah untuk dicari tau sendiri dan diakses. 


